BAB 1V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Undang-Undang Dasar 1845 Dalam Peri Hidup Berne-

gara.

1. Peran Undang-Undang Dasar 1945

Untuk masuk pada pembahasan tentaeng bagaimana
vieran  OJndang-Undang Dasar 1845 dalam peri  hidup
bernegara  harus terlsbin dahulu disinggung  tentang
bagaimanakah status, serta fungsi dari Undang-indang
Dasar 1945 tersebut; karena basgaimana peran Undang-
Undang Dasar 1945 dalam kehidupan bernegara adalah
ditentulan oleh status dan Juga funzgsi yvang melekal
rada Undang-Undang Dasar 1245 bers=bhut.

Kata "status” mengandung makna posisl,
L=dudukan, keadaan vyang melekat kepada sesgunatu
(henda  atau orang). Kata "fungsi' mempunval  arti:
tugas, kewajiban, yang (selayvaknya) cditunaikan
zebagal  konsekuensi davi  status yang disandang.
=iwngnan kata "peran” berarti : bagian yang tefuta-
mn, madar yansg beprbssar {(vang dilakukan coleh seseor-
a2y . emikian p?njelaaan Famus Beszar Bahasza Indone-

Mangingat lzata "sztatuz", “fungsi” clan
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"peran” adalah saling berkaitan maka kata peranan
dapat diartikan: kadar terbesar yang ditimbulkan
oleh perbuatan seseorang di mana seseorang tersebut
dalam melakukan perbuatan itu adalah dalam rangka
melaksanakan fungsl sebagai konsekuensi dari adanya
status yang melekat padanya. Dalam kerangka itu
kalimat: "Peran Undang-Undang Dasar 1845 Dalam
Rangka Peri Hidup Bernegara" memiliki arti: akibat
{yvang timbul dalam kehidupan bernegaral} yang ditim-
bulkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 ketika Undang-
Undang Dasar 13945 tersebut melaksanakan fungsi
sebagal konsekuensi dari status vang disandang.

Pada hakekatnya, kehidupan bernegara adalah
suatu bentuk kehldupan bersama {komunal} vang ditata
sedemikian »rupa sehingga hubungan yang terjadi di
antara mereka menjadi harmonis. Singkatnya: kehidu-
pan bernegara adalah bentuk kehidupan bersama
{komunal} yvang diorganisir. Untuk dapat hidup secara
berorganisasi tersebut maka diperlukan adanya sebuah
sistem. Cara mengorganisir kehidupan bersama {komu-
nal} menjadi bentuk kehidupan bernegara tadi adalah
dengan sebuah Undang-Undang Dasar. Alasan mengapa
dipilih cara demikian, akan dibahas dalam sub bab
berikut- nya.

Dalam konteks tersebut sebuah Undang-Undang
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sar mempunyal status sebagal “sistem  ketatanegs-

raan”. Warga negara yang telah Dbersepakat untuk
hidup bersama secara berorganisasl itulah vang
memberi  gelar {status} demikian tadl kepadanya.
Demikianlah halnya dengan bangsa Indonesia. Undang-
Undang Dasar 1945 oleh bangsa Indonesia diberi
atatus =ebagal "sistem ketatanegaraan™ negara Repub-
lik Indonesia.

0leh karena di dalam statug melekat suatu
fungsi, maka demikianlah status yang disandang
Undang-Undang Dasar 18945 menuntut dilaksanakannya
fungsi. Joeniarto menguraikan dalam buku  "Sumber-
aumber Hukum Tata Regara” bahwa fungsi Undang-Undang
Dazar 1945 adalah sebagal landasan strukturil bagil
penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Becara tegas
dapal dinyatakan bahwa fungsi Undang-Undang Dasar
1345 dalam peri kehidupan bernegara adalah mengatur
bagaimana kehidupan bernegara Indonesia musti berja-
lan. Ditegaskan demikian karena makna: ‘“penyveleng-
garazn rpemerintahan” adalah {sama dengan} penveleng-
garzsn zenari-harl dari kehidupan bernegara.

Eztatanegaraan mengharuskan agsr dibedakan
dengan  tegas autara pengertian fungsi mengatur
{Pzraturan) dengan fungsi meﬁetapkan {Ketetapant

dari sebuah  Undang-Undang  {Undang-Undang Daaar
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2453, Peraturan dibuat cleh ketatanegaraan dalam
~angka mengatazi hal-hal yang bhelum dikstahui terle-
il dahulu oleh ketatanegaraan dan kemungkinan akan
terjadi. Sedangkan ketetapan dibuat oleh suatu
=ubyek ketatanegaraan untuk menyelesaikan hal-hal
konkret  yang  sebelumnya sudah  diketahui terlebih
Jdahulu.

Telah diuraikan di atas bahwa fungsi dari
dang-TUndang Dasar 1945 adalah “mengatur’” bagaimana
wrhidupran bernegara Indonesia musti beprjalan. Jadi,

Ondang-Undanz  Dasar 1945 itu beraifat regulatif.

-

ro_

etika  fungsi mengatur itu diwujudkan maka seoara

=y
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ziktual  ia  berubah menjadi menhgendalikan. Dalam
Lataran faktual itulah vaitu dalam konteks mengenda-
likan akan tampall peran dari Undang-Undang Dasar
12845 dalam peri hidup bernegara. Keberadaannya yang
demikian tadi akan menentukan corak kehidupan berne-

gara. Dinyatakan demikian karena pada kenyvataannya,

4-

satzwa  dalam kehidupan bernesgara ini banyvak ragam
corak kehidupan masyarakat vang pluralistik, tstapi
alan katatanega-raan Undanz-Undang Dazar  1945--1ah

‘azng dowminan., Jadi kenkretnya peran  Undang-Undang

Tarar 1242 dalam kehidupan hernegara adalah menentu-
nan mode ¥ehidupan bernegara Indonesia  {apakah
Jenskratis atavkah 2teriter).




o
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Supava kerangka pemikiran dari uraian di atas

dapat terlihat dengan jelas, Dberikut gambar ba-

gannya:
Tataran Kenseptual Tataran Faktual
STATUS <
Y
~
~
UUD 1945 sebagai \\
Sistem Ketatane- \\\
~ :
garaan ‘\
Y
.
“
Y
b
-
\»S\

FUNGSI o] | i PERAN
Mengatur peri kehidupan Mengendalikan
bernegara perl hidup ber-
bedakan, fungsi: negara {menentu-
®¥ mengatur {Peraturan} kan: demokratis/
* menetapkan {Ketetapan} otoriter}

Untuk memperjelas hal yang telah diuraikan di
atas, Dberikut akan dikutip teori dari Emile Durk-
heim. Edmile Durkheim menyatakan bahwa diluar diri
individu terdapat cara berpikir, cara merasa, dan

cara Dbertindak yang memiliki daya paksa atas diri
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individu. Hal demikian didefinisikan oleh Durkheim

]

cbagai fakta sosial. Jadi, fakta sosial adalah cara
berpikir, merasa, dan bertindak yang ada {1 luar
diri individu dan mempunyai daya paksa atas diri
individu tersebut. Yang ditunjuk Durkheim dengan
definisi fakta sosial itu tidak lain adalah norma
dan nilai-nilai vang berlaku dalam masyarakat.

Dalam peri kehidupan bernegara Indonesia,
norma dan nilai-nilai kehidupan bernegara 1itu di-
rangkum  dalam Undang-Undang Dasar 1945, Maka dalam
kerangka itu Emlle Durkheim menyatakan bahwa Undang-
Undang Dasar 1945 adalah cara berpikir, merasa, dan
bertindak yvang ada di luar negara {state} dan warga
negaranya, yang mempunyal daya paksa atas diri
regars fastate} dan warga negaranya tersebut. Sing-
katnya, Undang-Undang Dasar 18245 adalah mengendali-
kan peri kehidupan bernegara Indonesia itu.

Talcott Parsons secara Jjitu mengurai bagaima-
na bekerjanya norma dan nllai-nilai dalam masyarakat

Fersebut sebagai berikut:
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LINGKUNGAN RELITAS TERTINGGI
{segala sesuatu yang abstrak/ umum = yang 1deal}
¥ kaya Informasi
¥ miskin Energi
STRUKTUR A FUNGSI
m m ;
e Sub Sistem Budayva e| —> Mempertahankan
n n pola
g g
e Sub Sistem Sosial k| —> Integrasi
n o
d n
a Sub Sistem Politik d} —> Pencapaian tujuan
1 i
i S )
k Sub Sistem Ekonomi i|] —> Adaptasi
a k
n a
n
LINGKUNGAN FISIK ORGANIK
{hal-hal wvang konkret}
% kava energi
¥ miskin informasi
Sumber : Ronny Hanitijo Scemitro
Bahwa tindakan individu tidaklah merupskan
tidaklah merupakan tingkah laku biologis, melailnkan
harus ditinjau sebagai peri laku yang berstruktur. -

Artinya: tingkah laku seseorang harus ditempatkan
dalam kerangka sistem sosial yang luas, yang terbagi

dalam sub sistem-sub sistem.



Dalam 1lingkungan realitas tertinggi (lihat
bagan), vaitu hal-hal yang abstrak, adalah kaya akan
informasi tetapi miskin energi. Sebaliknya dalam
lingkungan fisik organik, yaltu hal-hal yang konkret
atau peri laku keseharian, kaya akan energl tetapi

miskin informasi. Parsons menandaskan bahwa informa-

Mz

i {konsep, pengetahuan, teorl, dan seterusnyal} dari
lingkungan realitas tertinggi tadi adalah mengenda-
likan energi {peri laku} yang ada dalam lingkungan
fisik organik; Dan sebaliknya, ketika energi melak-
sanakan isi dari informasi maka hal tersebut mengan-
dunz makna bahwa apa yang sudah dilaksanakannya itu
adalah mengkondisikan {memantapkan} kedudukan infor-
masi. Demikianlah secara berulang-ulang dan terus
menerus alur tersebut bekerja. Muara dari mekanisme
kerja demikian tadi adalah kemapanan sistem. Demi-
kian penjelasan Talcott Parsons dalam teori atruk-
tural fungsional tentang hubungan cibernetika vyang
ada dalam sebuah sistem sosial.

Dalam kerangka teori Parsons tersebut Undang-
Undang  Dasar 1945 adalah berada pada tataran ling-
kungan realitas tertinggi dalam peri kehidupan
bhernaegara, Undqng—Undang Dasar 1945 tersebut kaya
informasi {kaidah-kaidah} tentang peri hidup berne-

gara tetavi miskin energl. Sedangkan negara {statn)




dan werga negara berada pada tataran lingkungan
fisik organik. Mereka inl kaya akan energl tetapl
miskin informasi.

Undang—Undané Dasar 1945 yang kaya  akan
informasl tersebut "mengendallkan" energil {peri
leku} negara dan warga negaranya. Selanjutnya,
ketika informasl {kaldah-kaidah} darl Undang-Undang
Dasar 1845 itu diperbuat dalam perl laku maka hal
tersebut berartl bahwa perbuatan tadi "mengkondisi-
__kan" {memantapkan/ membenarkan} kedudukan Undang-
Undang Dasar 1945 dalam peri kehidupan bernegara.
Udung dari mekanlisme demikian tadi {hubungan clber-
netika dalam ﬁeori strukturai- fungsionall edalah
kemapanan Undang-Undang Dasar 1945 dalem peri kehi-
dupan bernegara. Peran darl Undang-Undang Dasar 1945
dalam perl kehidupan bernegara adalah mengendalikan
bagaimana kehidupan bernegara itu mustl berjalan.
Demikianlah wuraian Talcott Parson. Hubungan timbal
balik aﬁtara: lingkungan realitas tertinggi yeng
“mengendalikan” lingkungan fislk organik, dan ling-
kungan fisik organik vang “mengkondisikan” 1inékun—

gan realitas tertinggl, adalah seperti hubungan

antara deduktif - induktif.
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2. Argumentasi Dipilihnva Sebuah Undang-Undang Dasar

Dalam pembahasan terdahulu telah diutarakan
bahwa cara mengorganisir kehldupan bersama menjadi
bentuk kehidupan bernegara adalah dengan Undang-
Undang Dasar. Dalam sub kab berikut akan dibahas
alasan mengapa dipilih cara tersebut untuk mengorga-
nisir kehidupan bersama menjadi bentuk kehidupan-
bernegara. Terdapat alasan historis sebagaimana
ditunjukkan dalam ilmu negara dan secara ketatane-
garaan mengapa dipilih sebuah Undang-Undang Dasar
gsebagal cara mengorsganisir kehidupan barnegara.
Alasan historis adalah alasan yvang mendasar, seba-
gaimana filsuf Marx menandaskan bahwa sksistensi
kesadaran manusia aaalah ditsntukan olsh =sejarah.
Yarena demikian k=adaannva maka Soekarno pun menga-
Jarkan "Jas merah” {jangan s=kali-kali melupakan
sejarahl} dalam peri kehiducan bernegara.

Ssjarah menunjukkan bahwa dengan sebuah Undang-
Undang Dasar maka akan daos% dijamin adanya kepas-
tian dari konstitusi {hukum dasar}. Adanya Jaminan
kszrastian  itu muncul akibat dari suatuw sifat yang ’
melekat pada diri Undang-Undang Dasar. Sifat yang
ditunjuk itu adalah bhahwa Undang-Undanz Dasar bersi-
fat ftertulis. GBingkabnva, adanya jaminan kepastian

- hukum karena sifat ksherads=n diri Undanzg-Undang



Dasar adalah tertulis. Dengan sebuah Undang-Undang
Dasar maka semua komponen dalam peri kehidupan
bernegara dapat melihat sistem ketatanegaraan organ-
isasi negaranya, dan nilai-nilai kemanusiaan vyang
diJamin, sebagaimana dituliskan dalam Undang-Undang
Dasar tersebut. Berangkat dari keadaan ini, maka
mana ¥Xala salah satu komponen dalam kehidupan berne-
gara melakukan penyelewengan hak ataupun kewajiban,
komponen yang lain dapat "menggugat' agar komponen
vang melakukan penyimpangan itu kembali pada Jalur
sebagaimana yang ditulis dalam Undang-Undang Dasar-
nya. Pi situlah letak jaminan kepastiannya. Demi-
kianlah maka dipilih sebuah Undang-Undang Dasar
sebagal cara mengorganisir kehidupan bernegara.
Supava keistimewaan yang ada dalam sebuah
Undang-Undang Dasar, sehingda ia dipilih sebagal
cara untuk mengorganisir kehidupan bernsgara, menje-
di lebih terang, maka harus diperbandingkan suatu
sifat yang ada dalam sebuah Undang-Undang Dasar
dengan euatu sifat yang ada dalam konstitusi {yang
tidak tertulis}. Untuk mempermudah pembahasan maka
akan diurai melalui alur deduktif. DBahwa negara
Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum
maka konstitusi {hak dasar} adalah menjadi landaSAn

hukum vyang tertingsi dalam negara. Konstitusi itu
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gendiri terbangun atze Z unsur o konatitusl tertulis
dan konstitusi yang tilk

Undang-Thdan: Tazar edalah sebagal konstitusi
vang tertulis, darr praklelk  penyvelenggaraan negasra
vang timbul dan terreliheara dalam peri kehiduran
bernegara adalah scbagail konstitusi tidalk tertulis-
nya {.._hukum dasear yang tideak tertulis., 1alah
aturan-aturan dasar yangz timbul dJdan terpelihara
dalam praktek penyelenggarasn negara meskipun  tidak
dituli=s}. Selanjutnya akan diperbandingkan sustu
aifeat konstitusi tertul is{Undang-Undang Dasar}
dengan suatu sifat dari konstitusi yang tidak ditu-
lis.

Dimulai dengan  konstitusi  vang tertulis
dahulu, =atu contol akan diungkap dari Jdzlannve
remerintahan vang lalu. Bahwa dalam Pasal 7 ndang-
Undang Dasar 1945 tertuli=: “Presiden Jdan Wakil
Presiden memegang Jabatannya selama masa lima tahun,
dan sesudahnya dapat dipilih kembali™. Berlandas
rada ketentuan pa=sal tersebut lahirlah praktek
renvelenggaraan negara veng '=2gas ¥=itn hahwa memansg
presiden hanyve menmarngku Javatznnva Zalam masa b
tahur. Damikianlal =:ifaf kanstitesi tertulis  vaity

ramp menjemin adanyvs kansstian,

Perpustakaan Unik



tertulis ialahaturan-szturan Jdasar yang timbol  dan
terpelihara dalam pra¥iel menvelenggaraan meskipun
tidak ditulls, vang sdzx kaitannya dengan  ketentuan
Pasal 7 tadi. Konstitusi {aturan-aturan dasar)] yang
tidak ditulis tersebut "seolah-olsh” menentukan
bahwa: “presiden dapat memanglku Jjabatan presiden
selama berapa periode pun’.

Ketentuan aturan dasar yvang tidak ditulies
vang demikian tadi edalah timbul dari praktek penye-
lenggaraan negara 4di mana presiden {Sceharto}  terus
-menerus memegang jahatan presiden. Praktek demikian
ditimbulkan karena penafsiran; sedangkan penafeiren
itu sendiri terjadi Lkarena ketiadaan konsatitusi
{hukum dasar} tertulis {baca: Undang-Undang Dazar
1945} yang mengatur tentang pembatasan periodi=zasi
Jahatan presiden. Ketiadaan aturan tertulis yang
membatasi pericdisasi jebatan presiden itu  membawa
sSuagana ketidakpastian bagi praktek vems gangan
periodisasi Jjabatan presiden; dan suasana ketidak-
rastian itulah yang telah membuka ruang bagi mu-
nculnya penafsiran semacam praktek penyvelenggaraan
remerintahan masa yvang baru lalu tersetbut. Teszasnva;
konstitusi tertulis {Undang-UUndang Dasar 19453
bersifat m=njamin adanrya kepastian, konastitusi yang

tidal tertulis tidak bversifat menjamin adanva kepas-




tian.

Proses bekerjanya 'praktek penyelenggaraan
kehidupan bernegara vang timbul dan terrvelihara
dalamn peri kehidupan bernegara” tadl menjadi aturan
dasar {konstitusl) yane tldak tertulis, dapat diur-
aikan dengan teori Talcott Parson sebagalmana telah
dibahaz dalam sub bab d1 atas {llhat bagan Talcott
Parsons}; Yaitu bahwa karena ketiadaan ketentuan
tentang pembatasan periode jabatan presiden {Jadi,
ada kekosongan pada tataran lingkungan realitas
tertinggil}, maka terbukalah ruang bagl adanva penaf-
giran oleh lingkungan fisik organik. Pihak vang
berhasil mendominasi peri kehidupan @ bersama-lah
{vaitu negara} vyang telah berhasil melakukan hal
itu. Kemudian ia mengkondisikan hal tersebut, mula-
mula melalui sub sistem ekonomi, kemudisn meningkat
dengan wmenggunakan sub sistem polltik, selanjutnva
dengan sub sistem sosial dan akhirnya dengan sub
sisten budaya.

Menyinggung tentang pembatasan periode Jaba-
tan presasiden itu, sesungguhnysa sudah implisit diatur
dalam Undang-Undang Dasar 1945. Logikanya sebagai

berikut: Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Dasar 194F%

-

d

ol
m

nw

n muEnentukan bakwa masa jabatan presiden {dalam

adal

i
iy
ih

atu FalS 3 h & sakun. Sedangksan n=gara
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Republik Indonesia adalalh memakai sistem pemerinta-
han presidensil {bukan psrlementer}. Dalam  pemerine-
tahan sistem presidensil. eksekutif {presiden? tidak
dapat dijatuhkan oleh parlemen {DPR}. Jadi, andaipun
eksekutif dianggap bersalah oleh parlemen pada
prertengahan masa Jabatannya, maka eksekutif tidak
dapat diberhentikan olehnya melainkan "masih diberi
kesempatan” sampal masa Jabatannya tuntas. Jadi
tegasnya, yang memberhentikannva adalah masa Jjaba-
tan. Dalam kerangka itu terkandung makna bahwa dalam
penggunaan sistem pemerintahan presidensil harus ada
pembatasan periode jabatan presiden.

Hal demikian =adalah berbeda dengan sistem
pemerintahan parlementer di mana hal yang menyebab-
kan perdana menteri berhenti adalah ketika i1a dJdia-
ngzap =alah oleh parlemen. Maka walaupun masa Jjabea-
tannya belum tuntas, ia musti Dberhenti. EKonszekuen-
sinya, ia akan terus memangku Jjabatan perdanz men-
teri kalau ia tidak pernah bersalah {tidak dJdipersa-
laehkan oleh parlemen?. Maka, adalah suatu kepincan-
gan siastem {yvang muaranya adalah ketidakadilan}
bilamana suvatu sistem ketatanegaraan menggunakan
sistem pemerintahan presidensil tetapil di =i=1 lain

tidak ada pembatasan periode jabatan presiden.
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3. Sifat yang Harus Melekat Pada Undang-Undang Dasar
1945

Kembali kepada pembahasan menegenal Undang-
Undang Dasar 1945. Jika menengok keberadaan Undang-
Undang Dasar 1945 dapat dilihat Dbahwa ia adalah
merupakan perwujudan hukum vang modern karena telah
memenuhl persyaratan suatu hukum modern. Syarat-
syarat suatu hukum modern yaitu: tertulis, bersifat
universal, dan mengabdi kepada kemanusiaan. Suatu
syarat vang dengan ﬁerang dapat dilihat, telah mele-
kat pada Undang-Undang Dasar 1245 adalah sifat
tertulis. Sedangkan sifat-sifat hukum modern yang
lainnya harus terus direrjuangkan agar terakomodir :
dalam OUOndang-Undang Dasar 1945 sshinggza selring
dengan perjalanan waktu Undans-Undang Dasar 1945
tersebut akan terus mamou dijadikan pedoman bagi
bangsa Indonesia untuk semakin mensmukan jati diri
kemanusiaannya.

Oleh sebab demikian itulah maka Undansg-Undang
Dasar 1945 tidak boleh bersifat tertutup terhadap
dinamika seJjarah vang mensntukan kesadaran manusia
dan yvang membentuk kemanusiaan. Hal yang menuntut
Undang-Undang Dasar 1845 untuk bersifat - demikian

adalah nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Kon-
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kretnya, hal yang mengharuskan demilkian tadi adalsah
kepentingan hidup manusia itu sendiri. Sakralisasi
terhadap Undang-Undahg Dasar 1945 adalah berartil
memberi sifat tertutup dan jika demikian maka syarat
sebagai hukum yang modern dengan sendirinya Juga
terhambat untuk melekat pada Undang-Undang Dasear
1945,

Memberi sifat tertutup {sakralisasil} kepada
Undang-Undang Dasar 1945 juga bherarti melawan berja-
lannya sejarah masyarakat. Melawan perjalanan sejar-
ah masyarakat berarti melawan hukum alam itu sendiri
di mana kehidupan bermasyarakat adalaeh menjadi salah
satu baglannya. Sesungsuhnya hal tersebut adalah hal
vang sia-sia karena proses alam akan tetap bekerja
sesual dalilnya. Perjalanan eveolusi masyarekat akan
tetar melangkah menurut fase-fasenya. Usaha untuk
menghentikan evolusi masyarakat, dengan memberi
gifat tertutup {mensakralkan} Undang-Undang Dasar
1845, adalah halvang melawan perjalanan evolusi
masyarakat itu. Bila hal tersebut dipaksakan hanya
akan memperbesar ledakan benturannya.

Bukan nilai-nilai kemanusziaan vyang harus
mengabdi kepada Undarg-TIhdang DNasar 19245 dengan
meneakralkannya meleinrar Undang-TIndang Desa»  1945-

lan yang harus mengebhdi dan menvasuaikarn diri dengan
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nilai-nilaji kemanusiaan yang telah melangkah =satu
tahap pada tataran evolusinya. Sampai demikian
teranglah mana yang harus dipilih: tetap mensakral-
kan Undang-Undang Dasar 1945 atau akomodatif terha-
dap perkembangan.

Satu hal vyang pasti, bahwa dalam Xkerangka
kehldupan bernegara, dalam sistem ketatanegaraannya
harus melekat sifat yang akomodatif guna memberil
Jaminan terhadap adanya kelancaran bagi mausia warga
negaranya dalam rangka semakin menemukan jati giri
kemusliaannya. Hal yang melandasi kepastian tersebut

adalah nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri.

Demokrasi: Cara Pemerintahan yang Terbaik

Pada sub bab yang pertama telah dibahas bahwa
reran Undang-Undang Dasar 1845 dalam kehidupan
bernegara adalah menentukan model peri hidup berne-
gare {demokrasi atasu otoriter}. Pada tulisan berikut
akan dibahas bahwa cara pemerintahan demokratis
dalam peri hidup bernegara adalaly me2rucakan cara
pemerintahan {cara penyclenggaraan kzhidupzn berne-
gara} yang terbaijk.

Pernyataan bahwe demckrasi merurakanr oara

remerintahkan yang terbaik, dibangun atas dzzar




hakelkat dari kehidupan bernegarsa itu sendirl yaila
bahwa kehidupan bernegars adalah merupakan kehidupran
bersama bLukan kehidupran cerscorsngan sehingga uru2an
kenegaraan adalah menjadi urusan rakyat seluruhnya.
Dengan demiklan dominasi perssorangan terhadap
urusan kenegaraan adalah menyalahi hukum ini.
Hakekat dari kehidupan hernegara yang demi-
kian tadi menuntut adanya demokrasi dalam praktek
penyvelenggaraan negara. Bila tuntutan tersebut
dilanggar maka keberadasn kehidupan bernegara itu
sendirilah yang mendadi taruhannya. Jadi, demokrasi
menjadi cara pemerintahan yang terbaik dalam praktek
penyelenggaraan negara karena sifat-sifat yvang ada
dalam cara pemerintahan yang demikian adalah sesuai
dengan hakekat dari kehidupan bernegara itu sendiri.
Aristoteles menandaskan bahwa hanva demckra-
gilah yang merupakan hentuk vemerintahan yang sang-
gup melahirkan keadilan. Pernyataan tersebut dilan-
dasi kenyataan bahwa tidak mungklin suatu keadilan
akan lehir kalau kekunasaan negara diletakkan pada
tangan ssztu  orang saja sekalipun orang terssebuat

sucan dengan sungguh-sungguh berikhtiar untuk ber

/]

-
kar =ad!1. Apa yang disangkanva adalah a3il.
tent s demikian Juga bagil orang lain.

i samping itu, adanve ¥=nyataan bakwa nand-




sia itu selalu diombang-ambingkan oleh perasaan
adalah menjadi hal yang buruk bila kekuassan negara
hanya diletakkan ke dalem tangan satu orang sala;
sebab Eketlika perasaan satu orang yang memegang
kekuasaan negara itu dipengaruhl sikap buruk, se-
hingga rusaklah kehidupan bernegara, maka yang
menanggung eklbatnya adalah rakyat seluruhnya. Jadi,
kesalahan satu orang dibebankan kepada banyak orang,
dan banyak orang tersebut adalah bukan plhak yang
melakukan kesalehan tadi. Hel demlklan tidak mencer-
minkan keadilan. Demikianlah bila kekuasaan negara
hanya diletakkan padse tangan satu orang saja.

Satu orang saje adalah terlalu kecll untuk
menyelesalkan permasalahan yang ada dalam kehidupan
bernegara. Dengan demokrasi, di mana  kekuasaan
negara &adalah diletekkan pada golongan rakyat,
setidak-tidaknya golongan terbesar darl rakyat, maka

resiko kesalahan yang skan timbul dalam kehidupan

.bernegara adalah lebih kecil dibanding bila kekua-
: Lf?saan 1tu hanya diletakkan di tangan satu orang sala.

-‘“Demikianlah Aristoteles.

Jadi, demokrasli menjadi cara pemerintahan
vang terbaik dalam praktek penyelenggaraan negara
karena dengan cara demokrasi itu aken dapat dJdihi-

langkan adanya penindasanyang diperbuat oleh per-

YA e
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seorangan terhadap kelompok besar orang yang lain.
Dengan demokrasl dapat dihindarkan  kesalahan-
kesalahan vyang lahir dalam kehidupan bernegara
karena kebijakan negara dibuat atas pemikiran banyak
orang bukan pemikiran ataupun kehendak satu orang
saja; Dan dengan demokrasi itu juga berartl cara
pemerintahsn telah diletakkan atas dasar hakekat
kehidupan bernegara sehingge dengan demikian muara-

nya adalah lahirnva keadilan.

Demokrasi Hanya Sempurna Dalam Tatanan Sosialisme
Pada akhir ajarannyva, Aristoteles meninggsal-
kan catatan bahwa tideklah ada bentuk pemerintahan
vang akan kekal di buml ini. Demiklian Juga dengan
bentuk pemerintahan demokrasl sekallpun akan runtuh
pada suatu saat nantli. Hal demiklan disebabkan
karena dalam tiap bentuk pemerintahan di dalam
dirinye melekat benih-benih pemaksaan diri.
Sifat-sifat kemanusiaen itu sendiri  vang
menurunkaen sifat ketldakkekalan kepada bentuk pemer-
ihtahan apapun. Bahwa sudah pada umumnya Jlka manu-—
sia itu ingin diperlakukan sama dengan manusla lain.
Tetapi ada kalanye juga seorang manusia menjadil
ingln Jdiperlsakukan tidak sama dengan manusla lain.

teggasnye ingin diistimewaken isbih dari yang lain,

.‘I -'
g
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Hal tersebut timbul karene ia merasa lebih dalam
kecakapan atau dalam sesuatu hal tertentu. Demikian-~
lah henih-benih yang mengancam kehancuran tiap-tiap
bentuk pemerintahan.

Lebih dari itu, adalah mustahil bentuk pemer-
intehan yang adae akan mampu memberikan kepuasan
terhadap rasa keadilan dari semue warga negaranya.
Jadi, masih akan selalu ada warga negara yang merasa
diperlakukan tidek adil dalam kehidupan bernegara
tersebut. Itu semua adalah benih yang tinggal di
dalam tiap bentuk pemerintahan yang menjadikannya
tidak mampu mempunya sifat yvang kekal. demikianlah
Aristoteles mengajarkan.

Marx menunjukkan bahwa tatanan sosialismelah
yang akan mengakhirl keberadaan benih-benih yeng
menghancurkan itu. Demokrasi aken hancur Jjuga, billa
demokrasi itu dibangun dalam tatanan masyarakat
rerbudakan, feodalisme, dan kapitalisme. Dalam
tatanan masyarekat demikian demokrasli yang dibangun
dan dikembangkan hanya akan mengabdi kepada kepen-
tingan golongan tuan pemilik budak {dalam tetanan
masyarakat yang memakai sistem perbudakan}, golongan
bangsawan/ tuan-tuan *anah {dalam masyarakat feoda-
lisme}, dan golcrgzn pemodal/ pemilik alat-alat

produksi {dalam maeyzrakat kapitalisme}.
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Karena demikian keadaannya maka Soekarnoc pun
menyatakan dengan tandas bahwa demokrasil yang seper-
ti itu adalah demokrasi yang tidak =empurna; demok-
rasi yang semu dan menipu karena demokrasinya hanya
mengabdi kepada kepentingsn sekelompok ocrang yang
eksklusif saja bukan mengabdl kepada kepentingan
masyarakat seumumnya.

Dalam tatanan masyarakat soslialisme {kesejash-
teraan soslal} setiap komponen masyarakat diakul
keberadaannya sebagal variabel penentu yang berperan
dalam masyarekat; sehingga tiep golongan dalam
masyarakat mempunyai bagian dalam pengambilan kebil-
Jakan negara ke arah mana kehldupan bersama tersebut
hendak dibawa. Dalem tatanan yang demikian itulah
demokrasi menjadi sempurna. demokrasi menemui kesem-
rurnaannya karena demokrasi dibangun, dipraktekkan,
dan dikembangkan dalam kerangka demi mengabdi kepada
kepentingan rakyat seluruhnya bukan kepentingannya

sekelompok orang vang eksklusif.
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B. Mekaniame Pasal 5 Dengan Pasal 21 Undang-Undang Dasar
1945 Belum Menunjukkan Mekanisme yang Mendukung Demok-
ratisasi
1. Wujud Demokrasi Dalam Ketatanegaraan

Sebagal kesatuan masvrakat hukum  bangsa
Indonesia menciptakan sebuah sistem hukum sendiri
guna mengatur dan menjalankan kehidupannya. Sistem
tersebut diciptakan sedemikian rupa sehingga lahir
hubungan harmonis dalam magyarakat hukum 1tu. Dengan
eistem tersebut benturan-benturan yang mungkin
timbul dapat dihindari sehingga apa yang'dikehendéki
dengan diberlakukannya sistem itu dapat dicapai.

Hal yang dikehendaki dengan dibsrlakukannyva
sistem tersebut adalah terwnjudnya sebuah masyarakat
hukum yang adill dan berkesejahteraan sosial bukan
masyarakat hukum yang memberi keadilen zerta kese-
Jahteraan kepada sekelompok orang tertantu. SHalah
catu sistem yang diciptakan untuk mewujudkan cita-
cita di atas adalah tata uvrurtan prerundsng-undangan
sebagaimana diatur 41 dalam TP MERD Mo, 20/ 18635
yang urutannya sebagal berikut:

1. Undang-Undang Dasar 124%

2. Ketetapan Majelis Permusvawaratan Rakyat
3. Undang-Undang
4

. Peraturan Pemerintah



5. EKeputusan Presiden
6. Keputusan Menteri.

Sebagai kesatuan masyrakat hukum di mana hal
vang menjadl tujuannva adalah keadilan maks dalam
mengatur dan menjalankan kehldupannya haruslah
didasarkan atas kehendak magyarakat secara bersama.
Tegasnya délam memerintah harus demokratls. Yang
mengharuskan cara pemerintahan yasng demikian adalah
hakekat dari kehlidupan bermasyarakat itu sendiri.
Dalam ketatanegaraan, kehendak rakyat diberi tempat
dalam bentuk Undang-Undang. Jadi, wujud demokrasi
dalam ketatanegarasan adalah Undang-Undang.

Rritik terhadap tata urutan perundang-
undangan adalah bahwa pemberian nama kepada tata
urutan perundangan yvang ke dua, vang dinamsl “TAP
MPR" adalah kurang sejalan dengan kerangka pemikiran
vang hakiki dari tata urutan perundang-undangan
sebagai wujud sistem hukwn yang merupaksn pencermi-
nan JIndonesia sebagai kesatuen masyarakat hukum.
Keakuratan  dalam memberi nama agar nama tersebut
mampu mewakili hakekat obyek yang kepedanva &=lazh
diberikan nama tersebut adalah suatu hal vang tere-
mat penting. Sehlngga dengan  keakuraten tersebut
hakekat obyek tidek menjadl dizamarken. Seberaps

pentingnya hal tersebut. dijelaskan clshy Taleoi*
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Par=sons bkahwa informasi {konsep, pengetahuan. isti-
lah, dan lain-lainl} peds gilirannya akan mengendali-
kan perilaku masvaralkat. Jika pemberian istilah
kurang akurat maka akan terjadl pergeseran Jdalam
p=ri laku masyarakat. Apa vyang dJdiharapksnr akan
terjadi tidak tercepai karena salah dalam pena-
Inaannya.

Nama "TAP MPR" adalah belum mewakili secara
utuh obyek vang diberi naema tersebut. Dalaem kerangka
Indonecsia sebagal kesatuan masvarakat hukwum, vang
menciptakan suatu sigtem tata urutan perundang-
undangan maka seharusnya nama “TAP MPR" adalah
“Undang-Undang MPR". Nama “TAP MPR" acharusnyva
diganti dengén istilah Mndang-Undang MPR dikarenakan
di dalam kerangka ketetansgaraan kehendak rakyat
adalalh diberi tempat dalam suatu bentuk vang dissiut
Ondang-Undang.

Sehingga bila Majelis Permusyawaratan Rakwvat
dikonserkan sebagal lembaga yang merupakan wakil
dari rakyat, maka hal vang merupakan kehendaknya.

2coara EKetatanegaraan harus dituang ke delam =ustu

bentuk vang bernama Undang-Undanz. Sedanghkan istileh
=

"Vetaterer” sdalaeh menunjuk pade zifst devr Thodana-

Imizre Mzi2lis  Permuszvawaratan  Rakyat tereehut .




bagian 1 halaman 34. Schingga dengan Jdemikian  tata
urutan perundang—undangannva akan mendiedi:

1. Undang-Undang Dasar 1345

2

Undang-Undang Maielis Fermusyvawaratazn Rakvat

3]

Undang-Undang (yang dibuat Dewan Perwak!ilan
Rakyat)

4. dan seterusnya.

Dalam kerangka itu dapat dinvatakan bahwa

Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan kehendak
rakyat yvang mengatur tentang ketatanegaraan negara
Republik Indonesia, Undang-Undang Majelis Permusya-
waratan Rakyat adalah kehendak rakyat dalam konteks
demokrasi yang berjangksa panjang {kurun waktu 5
tahunan}, sedang Undang-Undang {vang dJdibuat Dewan
Perwakilan Rakyat} adalalh kehendak rakvat dalam
renvelenggaraan pemerintahan {demokrasi?} sehari-

hari.

Pihak yang Ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 Untuk
Membentuk Undang-Undang

Sub bab di z2tas telah menyatakan bahwa konk-
ritisasi demokrasi daslam ketatancgarsaan adalah
sebuah Undang-YUrd=z=-:. DTelam stk bhabk herikut akan

dithahas siavakah it zh varg 2itetankan oleh Indang-

Pl

ilndang Dasar 1247 ortok membentuk  Indane-Undang.
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Kalau dipertanyakan dimanekah Undang-Undang Dasar
1945 mengatur tentanz demokrasi, maka Jawabnya
adalah di dalam bab VIT-nva yaitu bab tentang Dewan
Perwakilan Rakyat. Jawabnya demikian karena Dewan
Perwakilan Rakyat adalzah pihak yang oleh Xetatane-
garaan diciptakan sebagai wakil rakyat yang Lertugas
mengawasi Jalannya pemerintahen {peny=lenggaraan
kehidupan bernegara sehari-haril}. Jika rakyat turut
dalam pemerintahan, berarti di sana ada demokrasi.
Dalam hal itu, keikutsertaan rakyat dalam pemerinta-
han adalah diwakili oleh lembage Dewan Perwakilan
Rakyat; dan peraturan tentang Dewan Perwakilan
Rakyat itu ada dalam bab VII Undang~Undang Deasar
1945. Sehingga dengan demikian dapat ditegaskan
bahwa di dalam bab VII itulah Undang-Undang Dasar
1945 mengatur tentang demokrasi.

Selain alasan tersebut, bila mana diikuti
proses pembentukan lembaga-lembaga negara oleh
Undang-Undang Dasar 1845 baik lembaga legislatif,
lembaga yudikatif, maupun lembaga-lembaga yang lain,
maka dapat diketahui bahwa semua lembaga negara
tersebut acdalah dibentuk dengan Undang-Undang kecua-
1li lembaga keprresidernan {ekeekutif? =z2=aleh  dituniuk
oleh Undang-Undang Tasar 13845 sendiri. T=zeal 12 ¢

Undang-tindang Dasar 1945 menentukan: “"Susunan  Dowan
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Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan Undang-Undang”.
Jadi, Dewan Perwalkilan Rakyat {lembaga 1legislatif}
adalah dibentuk dengan Undang-Undang. Pasal 24 {1}
berbunyi: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut
Undang-Undang" . Jadi Mahkamah Agung {lembaga yudika-
tif}_adalah dibentuk Jjuga dengan Undang-Undang.
Pasal 23 {5} Undang-Undang Dasar 1845 menya-
takan: “Untuk memeriksa tanggung Jawab tentang
keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa
Keuangan; vang peraturannya ditetapkan dengan Un-
dang-Undang...."”. Badan Pemeriksa Xeuangan dils-
hirkan Juga dengan Undang-Undang. Pasal 16 {1}
berbunyi: “Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetap-
kan dengan Undang-Undang”. Lembage Dewan Pertimba-—
ngan Agung Jjuga dilahirkan dengan Undang-Undang.
Pasal 2 {1} berbunyi: “Madjelis Permusyawaratan
Rakyat terdiri atas angdgota-anggota Dewan Perwakilan
Rakyat. ditambah dengan utusan dengan utusan dari
daerah-daerah dan golongan-golonganm menurut aturan
vang ditetapkan dengan Undang-Undang'. Lahirnya
Majelis Permusyawaratan Rakyat pun diciptakan dengan
Undang-Undang Juga. Sedangkan Pasal 4 {1} Undang-
Undang Dasar 1545 berbunyi: “'Presiden Republik

indonesia memegang kekuasaan pemerintasharn menurat

Perpustakaan Unik



- =r

Undang-Undang Dasar’. Judi, nampa} bahwz presiden
{eksekutif} adalah Jditwniuk oleh Mhdang-Undang
Dasar, yaltu Undang-Undang Dasar 1245 sendirl.

Sampai sedemikian ini terdapat satu titik
simpul bahwa kedudukan presiden adalah “lebih”
dibanding dengan lembaga-lembaga vang lain karena
presiden ditunduk oleh Undang-Undang Dasar 1945
sendiri sedang lembaga-lembaga yang lain diciptakan
dengan Undang-Undang. Namun demikian hal tersebut
akan disisihkan terlebih dahulu; dan pembahaszan akan
kembali pada subk bahasan semula vaitu siapeskah pihak
vang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1845 untuk
membentuk Undang-Undang.

Sebagaimana telah diurai di atas bahwa semua
lembaga negara {kecuali lembaga kepresidenan} adalah
dibentuk dengan Undang-iIndang. pertanvaan berikutnya
adalah: siapakah yang {berwenang} membuat Undang-
Undang tersebut? Dalam logika demokrasi maka lembaga
legislatiflalh {DPR} vang berwenang membuat Undang-
Undang. Sedangkan peraturan tentang Dewan Perwakilan

Rekyat ada dalam bab VIT Undang-Undang Deszer 194F,

Jadi. Dberdasarkan semue alasan di ztas maxz  daszt

~eg-Ur ianx

.
=1

ditunjuk bahwa 431 3alarm Ler VIT ftulc)k "h07

(PN

Dasgar 1945 mengatur tenteng demokrasi,

Pada balb VII Undang-Indang Dssar 1845 tarae-
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but terdapat satu pasal yang menunjukkan bagaimana

kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat dalam kerangka

demokrasi itu. Pasal tersebut adalah Pasal 21. Bunyi
pasal itu:

(1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak
memajukan Rancangan Undang-Undansg.

(2) Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh
presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dima-
Jukan lagi delam persidangan Dewan Perwskilan
Rakyat masa itu.

Ternyata Pasal 21 ayat (2)-nya mengkait
dengan pihak lain yeitu pihak presiden yang ditunjuk
oleh Pasal 21 (2) ini sebagal pihak vang mensahkan
rancangan Undang-Undang menjadil Undang-Undang. Jika
demikian, maka harus juga dilihat peraturan dJdalam
Undang-Undang Dagar 1945 vyang mengeatur tentang
presiden. Peraturan tentang presiden 1tu didapatkan
dalam bab III Undeng-Undang Dasar 1945 yaitu bab
tentang kekuasaan pemerintahan negara. Pasal vang
mengatur pihsak presiden yang dikaitl cleh Pasal 21
{2) Undang-undang Dasar 1945 adalal Fesal 5 Undang-
Tndang Dz=ar 1945. Bunyl Pasel S zersehut:

(1) Preciden memegang kekuasaan menoentuk Urdarz-

Indang dengan cerzaetujusn Dewan Ferwaliian
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Rakyat.
(2) Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk
menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Supaya lebih terang make Pasal 5 dengan Pasal
21 tersebut musti dilibat secara simultan karena
kedua pasal tersebut merupakan sebush mekanisme.
Pasel 5 (1) tegas menetapkan bahwa presidenlah yang
memegang kekuasaan membuat Undang-Undang; dan Paeal
21 (2) menegaskan bahwa presiden adalah pihak vang
berhak mensahkan rancangan Undang-Undang menjadi
Undang-Undeng. Dalam ketatanegaraan, pemberian hak
kepada suatu pihak agar pihak tersebut berwenang
untuk mensahkan suatu hal adalah mengandung mekna
bahwa pihak vyang diberi wewenang untuk mensahkan
itulah pihak {esatu-satunya} vang memang {sejati/
sungguh-sungguh} berwenang membuat apa vyang telah
dilimpahkan menjadl wewenangnya itu.

Mekanisme Pasal 5 dengan Pasal 21 Undang-
Undang Dasar 1545 menunjukkan bahwa yang berwenang
membuat Undang-Undang, dengan demikian Juga berhak
untuk mensahkannya, adalah presiden. Jadi, Jelaslah
bahwa presiden adelzkr: pihak% yeng ditetepkan oleh
Undang-U'r.dang Dasar :945‘untuk membentuk Undeng-
UIndang.

Cleh karena Undang-Undang Dasar 1845 sebagai-
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mana ditunjukkan oleh mekanisme Pasal 5 dengan Fasal
21 menetapkan bahwa presiden adalah pihak vyang
berwenang membuat Undang-Undang, maka ketentuan
Pasal 19 (1) Undang-Undang Dasar 1845 yang berbunyi:
“Susunan Dewan Perwakllan Rakyat ditetapkan dengan
Undang-Undang” menghendaki agar susunan Dewan Perwa-
kilan Rekyat {lembaga legislatif} ditetapkan o¢leh
presiden. Pasal 24 (1) Undang-Undang Dasar 1945 vyang
menentukan: "Kekuasaan kehakiman dilskukan oleh
sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman
menurut Undang-Undang”, berarti Jjuge menghendaki
agar Mahkameh Agung {lembaga yudikatif} diatur
menurut presiden.

Demikianlah ketentuan Pasal 23 (5) vang
menyatakan: “Untuk memeriksa tanggung jawab tentang
keuangan negara diadakan suatu Badan  Pemeriksea
Keuangan; yang peraturannya ditetapkan dengan Un-
dang-Undang...." mengandung makna agar lembaga Badan
Pemeriksa Keuangan peraturannya ditetapkan oleh
presiden. Ketentuan Undang-Undang Dasar 1845 dalam
Pazal 16 £13: “Susunan Dewan Pertimbangan Agung
ditetapkan <engan Undang-Urdang” berarti =meanentukan
agar susunas rewan Pertinbangan Agung Jusa 2't=tap-
kan oleh presiden; dan kerentuan Pasal 2 ! 'néang-

Undang Dasar 1845 yang Terbunyi: "Majells Ferousya-
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waratan Rakyat ... menurut aturan yang dJditetapkan
dengan Undang-Undang” ., Juza berarti menghendakl agar
Majelis Permusyawaratan Relkyat-pun diatur menurut
ketetapan presiden.

Jadi, semua ketentuan tentanz pembentukan
lembaga negara {terkecuali lembaga kepresidenan}
yvang bermuara pada ketentuan dalam mekanisme Pasal 5
dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan
bahwa semua lembaga negara adalah dibentuk oleh
presiden. Jelasnya: baik lembaga Dewan Perwakilan
Rakyat {legizlatif}, Mahkamah Agung {yudlkatif},
Badan Pemeriksa Keuangan. Dewan Pertimbangan Agung,
bahkan Majelis Permusyawaratan Rakvat sendiri adalah
dibentuk o0leh preelden. sedangkan presiden, dalam
melakukan hal demikian adalah mendapat kewenangan
dari Pasal 5 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demi-
kian nampak bahwa ketentuan Pasal 5 dengan Pasal 21
merupaken sebuah mekanisme yang tldak demokratis;
Sedangkan di dalam Pasal 5-nya sendiri yang dikukuh-
kan oleh Pasal 4 (1) Undang-Undang Dasar 1845 men-
gandung gertra-isme kekussasn vyaltu memusatkan
kekuasasn regara rada tangar presiiss.

Lalar nal tergebut terdacat suvabt: keranztosn.
Undang-Undang vang menurus pemaknaan Ketatanegsraa:,

adalah marupekan tempat bagi rakyat untuk menuvangkan
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kehendaknya tetapi dalam pengaturan pada mekanisms
Pasal 5 dan 21 Undang-Undang Dasar 194% jJustru
diberikan 'kepada prezsiden, Jadi, menurut mekanisme
tadi Justru kehendak rakyat adalah harus mendapat
prengesahan oleh presiden; dalam praktek, kehendak
rakvat diharuskan memperoleh restu presiden {budaya
restu}.

Hal demikian adalah suatu pemikiran yang
terbalik dengan logika demokrasi. Bukankah dalam
logika demokrasi Jjustru kehendak presidenlah yang
haruas mendapat pengesahan dari rakyat Jjika memang
rakyat menghnedakinya? Karena dalam logika demokrasi
terkandung premeshaman bshwa rakyatlah yang berdaulat;
Tegasnya, tidak ada kekuasaan lain yang mengatasi
kekuasaan rakyat.

Jikalau logika mekanisme Pasal 5 dengan 21
Undang-Undang Dasar 1945 tersebut adalah memang
gealur dengen logika demokrasi maka ketentuan pera-
turan dalem mekanisme pasal tersebut seharusnye
adalah sebagai berikut:

Pasal 5 x

11 Zewan Perwekilan Rzkyat memegarz Eekiarzasn:,
cezbentuk Urndang-Uniang derngern P TN
oroesidern.
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ider menetarkan rersturan pemerint:zh ourtok
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menjalankan Undang-Undang sebagalmana mestinya.

Pasal 21 x

(1) Presiden berhak memajukan rancangan Undang-
Undang.

(2) Jika rancangan itu, meskipun disetujui presiden,
tidak dJdisahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat,
maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi
dalam persidangan Dewan Perwakllan Rakyat masa
itu.

Karena demikian keadaannya maka teranglah
bahwa Pasal 5 dengan Paszal 21 Undang-Undang Dasar

1945 adalah belum merupakan suatu mekanisme yang

mendukung adanya demokrasi di Indonesia.

Manusia Menemukan Jati Dirinya Melalul EKerja

Kodrat manusia adalah zoon politicon; manusia
adalah makhluk sosiel yang hidup dalam tatanan
kehidupan bernegara. Demikianlah Aristoteles menya-
takannya. Tideaklah dimungkinkan manusia itu hidup
sendirian di luar negars. Bilamana ada seorang

\
manusia yang hidup sendirian lepas dari negara maka

sejdatinys 1z T:ixzanlah man:sia melalnkan dewa. ateu
binatang, a%=. z=ri, eatezu a2papun namanva yang Inzti-
nya tidak o= i¥kan heks:at bhahwa makhiuk tersekut
adalsh mencilz. Zahwa S3.2T.hya, marusia itu sendiri
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adalalh makhluk binataneg:; Ta mampve menjadi makhluok
manusia dikarenakan la hidoer 2% dalam nepar i, Jﬁdi‘
negaralal yang membual manmsia it nan’isdl seppurna.
Pemikianlah Aristoteles.

Menurut Aristoteles. sesuatu

[

14! yvang bernama
negara adalal vang membuat manusia menjadi zemraurna;
dalam arti manusia menemukan Jati diri kemanu-
siaannya, namun tigdaklah demikian menurut  pandangan
Marx. Marx melihat bukan negara yang membuat manusia
mampu untuk menemukan Jjati diri emanusiaannya
melainkan kerjalah yang membuat manusia mampu  dalam
menemukan jati diri kemsusiaannya . Dengan  bekerja.
dalam hal ini menyvangkut aspek pembelzajaran, akan
membawa  manusia mengsnal  kesadaran dan akhirnya
mengerti akan kegunaan kesadaran yang tinggal dalam
dirinva. dalam kesadaan inilah, menurut Msr:i, manusia
telah menemukan jati diri kemanusiannya.

FProses bagaimana manusia dalam manemukan jati
diri kemanusiannya itu diurai oeleh Marx melalui
filsafat Hegel: Bahwa di dalam diri manusia terkan-

dung rohs Jiwa. Roh, dibedakan menjadi roh subyektif

rkecadzrzen indivigduy dan roh o skyektif  kzzadaran
Loun S wasvcsrakatb! Selanjutnyes roh sutoek-sF -
3l L iasi dalam du=s tzhap: roh osulacoxt L0 in I

(N1
i
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~oh subyektif "in it =ef" 2dalah zuastu tahars
di aman infividoe mengerti bhahwa o dirinva memiliki
hesadaran ft-etapi  ia Yoolum tahu oaps kegunaan Jdari
kesadarammya  itue. Dalam tahapy ini manusia terasing
dari kesadarannys sendiri. Sedans roh subwvekt il “for
it self” ad=luah tabap AL mana  individe meoengceoerbl
bahwa diriizes memiliki  kesadaras  dan Lahu akan
kegunaannys. aze tahapr terszelut manus=iz  adalah
sudaly tidalk terasing lagl dari kesadarannya.

Pembebasan dari roh subyektif "in it self”

menwju  roh subyvektif "for it self” terjadi melalui
kerja dan hanva me=lalul kerja. Jadi, melalui kerja
itulah individu mendadi terbebsas dari  keterasingan
Lerhadar  kesadarannya  s=endiri.  Bekerda, memnbhual
seorang manusia berhadapan dengan alam; Melalui  hal
itu manusia akan diperkenalkan dengan alam 1ingkun-
gennye serta mengertl akan kemanfaatannva dan  kepu-
dian mempergunakannya bagil kehiduvan.
Bila manusia sudah tidak ter=z=ing la rha-

q

[y
L]

{1y

dap kesadarannva sendiri serta lingtrungan alamnya,

maka di situlah manusis sudah meneaukan  dssi dird
kemznusiant: =. W, Voo aEkz - cpitl gl oo s S-Fem-
purnaanrys. Muro o le o mee 3n_etiar : - -
siannye ad-o_= e sortn tukan Ezmoels s i0:
I - L T )

LAl T T I A ol
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4_ Tugae Negara (Hanya)} Mencerdaskan Bangea

Dalam kehidupannya, keadaan yang leblh baik-
lah yang selalu diusahakan oleh manusia. Ringkas
kata: kesempurnaan adalah hal yang selalu dicari
mausia. Bertolak dari keadesan 1ini, ajaran Aris-
toteles akan menuntut agar menusla mengabdi kepada
negaranya karena negaralah vang dipandang mampu
menyempurnakan hidup manuslia. Blla menolak sikap
pengabdian ini, maka negara akan rusak dan dengan
demikian kesempurnaan hidup tidek akan didapat oleh
manusia.

Bertolak dari keadaan yang sama ajaran Marx
tidak menuntut pengabdian manusia kepada negaranya.
Untuk mencapai kesempurnaan hidupnya, manusia dia-
jJarkan harus melakukan kerja dan belajar dari alam.
Demikianlah ketegasan Marx.

Bila pembicaraan ini setujdu terhadap kebera-
daan demokrasi, adalah tidak berarti Juga setuju
terhadap keberadaan negara sebagal harga matl se-
hingga keberadaannya haruslah dlpertehankan mati-
matian bahkan sampai mengorbankan nilal kemanusiaan
itu sendiri. Demokrasi yang dikembangkan dalam

kerangke o+=zikiran bsahwa keberadaan negara harus

£

ipertzhzrizr sebagel nerga metl untuk hidupnya

densrras: =3alar werzsnz tepat {kerena ternyata



negara Jjustru telah menjadi kelas penguasa ketinmbang
sebagai pelavan masvarabzat}. Pzhkern Marx mclilal
demokrasi Justru alkan meniadl sempurna dalam aleam
tanpa negara. Demikianlah Juzga Soekarno pErnah
menandaskan: "Demokrasl yang dikembangkan dalam alam
selain sosialisme adalah dewmckrasi  yang semu’ .

Demokrasi  hanyva sempurna dalam tatanapn sosializme,

L]

alam vang paradigmanyva adalah kesejahteraan sosial
bukan kesejahteraannya kelompok-kelompok ekslusif
tertentu termasuk negara itu sendiri.

Dalam kerangka itu. bukan negara vang mendadi
harga mati melainkan demokrasilah vang merupakan
harga matinya. Negara hanyalah fase transi=i  senuju
macyarakat secsialismec {paham kesejahteraan s=o=iall,
di mana dalam alam itu demokrasi mampu menjadi
sempurna dan dengan demikian keseppurnasn manusiapun
akan tercarai. Manusia menjadi Jdawrat mensmukan  Jati
diri kemanusiaannyva.

Maka sesungguhnya, tugas negara bukan melaku-
kan segala sepvak terjang demi mempeorkuat diri una

tujuan untuk mmenancapkan kuku kekuasaannya terhadap

-y = = mm = - = = - [ - - P _ OESEN - - - -

raLy st BT, s e SRS MRS T I 1T T S =etiaz pe e
dazlny Trnlarz-Trndarg Tesar LTAT sa-livi opur ieba-
= 4 o= 3 == St s - - - [P P —

E2lTanz SR e I .= L EoTn s i%
+ . TH S 1" T = = — :--’l SR % -7 - e Tr = - = =
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Aeinl mencerdaskan bangsa buken memperkuat diri  deml
kekuasannya. Itulah tugas negara.

Setelah tercapai kecerdasan rakyat, bilarlah
rakyat itu sendiri yang menentukan nasib Jjalan
kehidupannya: apakah tetap menghendaki Dberdemokrasi
dalam tatanan hidup bernegara atauksh dalam tatanan
kehidupan sosiallsme ataukah tatanan-tatanan kehidu-
ran  yang 1lain daril keduanya. Biarlah kecerdasan
22rta kebijsksanaan bangsa akan mencarl dan kemudlian
wenentukan alam kehiduman mana yang memungkinkan ia
z¥an  s2malin  menemukan Jati diri Xkemanusiannva.
Zehingga =ckbagal manusia ia akan menjadi manusia

rang Usewsurna’.
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